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ABSTRAK

Tingginya angka kecclakaan lalu lintas di Indonesia semakin
memprihatinkan. Kementrian Perhubungan menyampaikan bahwa kasus
kecelakaan lalu lintas darat pada tahun 2021 naik sebesar 3.62%. Atas dasar hal
tersebut penulis melakukan kajian kecelakaan lalu lintas terkait pengemudi mobil
barang (truk) yang menghilangkan nyawa orang lain dikarenakan kelalaian.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan
hakim terhadap pengemudi mobil barang (truk) yang menghilangkan nyawa orang
lain dikarenakan kelalaian dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi
pengemudi mobil barang (truk) yang menghilangkan nyawa orang lain dikarenakan
kelalaian, Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan metode
normatif. Hasil dari penelitian ini mennojukan bahwa majelis hakim sebelum hakim
menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai aspek
baik yuridis maupun non yuridis guna terciptanya putusan yang berkeadilan,
memiliki kepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian dalam
putusan nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Bta dan putusan nomor 1/Pid.Sus/2022/PN
Plw terdakwa pengemudi mobil barang (truk) telah memenuhi unsur-unsur dari
pertanggungjawaban pidana sehingga pengemudi harus bertanggung jawab atas
tindakan kelalaian yang telsh dilakukannya. Oleh sebab itu pada putusan nomor
460/Pid.Sus/2021/PN Bta majelis hakim Pengadilan Megeri Baturaja telah tepat
menjatuhkan pidana penjara selumna 2 tahun 8 bulan. Namun pada putusan nomor
1/Pid.Sus/2022/PN Piw penjatuhan pidana penjara selama 8 bulan oleh Pengadilan
Negeri Pelalawan dinilai kurang tepat. :

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kelalaian, Pengemudl

Pembimbing Utama, Pcmbimbing Pesnbanty,”

/—
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Ketua Bagiﬁlukum Pidana
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NIP: 196802211995121001.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi memiliki peran yang fundamental dalam menunjang
pembangunan menyeluruh secara nasional dan berkontribusi besar dalam
menciptakan kesejahteraan umum.! Saat ini aktivitas manusia tidak dapat
dilepaskan dari transportasi sebagai mobilitas yang digunakan dalam kehidupan
sehari-hari.? Transportasi menjadi alat yang mempermudah pekerjaan manusia
dalam berbagai sektor kehidupan agar menjadi lebih cepat dan efisien baik dari
segi tenaga, finansial, maupun dari segi waktu. Transportasi berperan penting
sebagai alat angkut dalam memindahkan barang maupun manusia dari satu
tempat ke tempat lain baik melalui moda transportasi udara, darat, ataupun laut.

Transportasi merupakan suatu kegiatan dalam menggerakkan,
memindahkan, mengalihkan, ataupun mengangkut sebuah benda dari satu
tempat untuk pindah ke tempat lainnya. Perpindahan tersebut menjadikan
barang yang dipindahkan jauh lebih berguna dan dapat digunakan untuk tujuan
lainnya.® Transportasi jalan diselenggarakan guna menciptakan lalu lintas dan

angkutan jalan dengan cepat, aman, tertib, dan teratur, serta memadukan

1 Asep Supriadi, Kecelakaan Lalu Lintas Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Alumni, 2014, HIm. 1.

2 Rahayu Hartini, Hukum Pengangkutan Di Indonesia, Malang: Citra Mentari, 2012, HIm.
53.

3 Fidel Miro, Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencana, Dan Praktisi,
Jakarta: Erlangga, 2005, HIm. 4.



transportasi lainnya sehingga mampu mencapai pelosok wilayah agar
terciptanya penggerak, penunjang, dan pemerataan pembangunan. *

Jenis dan fungsi kendaraan berdasarkan penjelasan Pasal 47 ayat (2)
huruf d salah satunya adalah mobil barang. Adapun yang dimaksud dengan
mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan
barang.® Kemudian menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2012 tentang Kendaraan yang dimaksud dengan mobil barang adalah
“Kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk
mengangkut barang”.® Mobil barang merupakan kendaraan bermotor yang
difungsikan sebagai angkutan barang yang lebih sering disebut truk dan dalam
bentuk lebih kecil dikenal sebagai pick-up.’

Salah satu transportasi yang seringkali digunakan dalam mengangkut
barang dalam jumlah besar adalah transportasi jenis truk. Truk merupakan salah
satu kendaraan yang memiliki kelebihan dalam mengangkut suatu barang yaitu
dapat mengangkut dengan kapasitas yang besar sehingga biaya operasional

yang dikeluarkan lebih efisien. Tentunya dengan kapasitas angkutan yang besar

4 Rahmat Fauzi, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai
Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi, Pagaruyuang Law Journal, Vol.
3, No. 2, 2020, Him. 150, Diperoleh Dari
https://jurnal.umsb.ac.id/Index.Php/Pagaruyuang/Article/\View/1803, Diakses Pada 1 September
2022, Pukul 13.00 WIB.

5 Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

6 pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5317).

7 Joejoen Tjahjani, Fungsi Dan Kegunaan Mobil Barang Menurut UU No. 22 Tahun 2009
Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan, Jurnal Independent, Vol. 4, No. 2, 2016, HIm. 36,
Diperoleh Dari https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/55, Diakses
Pada 29 September 2022, Pukul 16.50 WIB.



https://jurnal.umsb.ac.id/Index.Php/Pagaruyuang/Article/View/1803
https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/55

ukuran dari kendaraan jenis ini relatif besar apabila dibandingkan dengan
beberapa kendaraan lainnya sehingga diperlukan kehati-hatian dalam
mengendarai transportasi jenis ini.

Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam mengendarai kendaraan
bermotor. Prinsip tersebut perlu diterapkan mengingat transportasi menjadi
sumbangsih yang sigfnifikan terkait tingginya angka kecelakaan. Kecelakaan
lalu lintas berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan “Suatu peristiwa di
jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau
tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau
kerugian harta benda”.®

Kecelakaan lalu lintas ditimbulkan karena beberapa variabel misalnya
kondisi lingkungan yang buruk, kendaraan yang tidak layak, dan pelanggaran
ataupun kelalaian yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan maupun pengguna
jalan lainnya.® Yang dimaksud dengan pengemudi menurut Pasal 1 angka 14
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan “Orang yang mengemudikan

kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi”.1°

8 Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

® Budi Dwi Hartanto, Analisis Perilaku Pengemudi Truk Serta Kontribusinya Pada
Kecelakaan, Jurnal Penelitian Transportasi Darat, Vol. 23, No. 1, 2021, HIm. 79, Diperoleh Dari
https://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/jurnaldarat/article/view/1749, Diakses Pada 1
September 2022, Pukul 14.10 WIB.

10 pasal 1 Angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642).



https://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/jurnaldarat/article/view/1749

Kecelakaan lalu lintas juga mempunyai kaitan yang cukup erat dengan
keadaan jalan yang ada. Keadaan jalan yang buruk juga dapat menjadi penyebab
kecelakaan saat berlalu lintas. Lebih lanjut jalan yang tidak dilengkapi dengan
fasilitas-fasilitas penunjang yang meliputi rambu-rambu lalu lintas dapat
mengakibatkan angka kecelakaan pada saat berlalu lintas menjadi semakin
tinggi.
Rambu lalu lintas berperan penting sebagai perlengkapan jalan dalam
meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Selain itu, rambu-rambu tersebut
membantu dalam kelancaran saat berkendara serta berperan dalam keselamatan
pengemudi kendaraan bermotor maupun pengguna jalan lainnya. Rambu lalu
lintas berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan “Bagian perlengkapan jalan
yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang
berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna
jalan” 1t
Kemudian pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa:
“Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi
dengan perlengkapan jalan berupa:
1. Rambu lalu lintas

Marka jalan

Alat pemberi isyarat lalu lintas

Alat penerangan jalan

Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan

Alat pengawasan dan pengamanan jalan
Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat

Noakown

11 pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).



8. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada
di jalan dan di luar badan jalan™*?

Perlengkapan jalan yang harus ada pada setiap ruas jalan menjadi
instrumen dan fasilitas penting yang bertujuan untuk meminimalisir angka
kecelakaan lalu lintas. Hal ini menjadi urgensi yang cukup penting mengingat
angka kecelakaan di Indonesia semakin meningkat. Kementerian Perhubungan
menyampaikan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas darat pada tahun 2021
sebanyak 103.645 kasus. Angka kecelakaan tersebut bertambah apabila
dibandingkan dengan kecelakaan lalu lintas darat pada tahun 2020 yaitu
sebanyak 100.028 kasus. Berdasarkan data tersebut angka kecelakaan lalu lintas
di Indonesia naik sebesar 3.62%.3

Kecelakaan lalu lintas dianggap menjadi salah satu penyakit yang
menular yang mengakibatkan hilangnya nyawa dengan jumlah kematian yang
tinggi. Hal tersebut telah dipublikasi oleh World Health Organization (WHO).
Diperkirakan pada tahun 2030 mendatang, akibat dari kecelakaan lalu lintas
akan menjadi penyebab kematian nomor 5 (lima) di dunia setelah beberapa
penyakit lainnya seperti jantung, stroke, paru-paru, dan infeksi saluran
pernafasan.!* Maka, permasalahan keselamatan pengemudi kendaraan maupun

pengguna jalan harus diprioritas baik pada tingkat nasional maupun global.

12 pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

13 Alif Karnadi, Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Meningkat Jadi 103.545 Pada 2021,
Diperoleh Dari https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-
jadi-103645-pada-2021, Diakses Pada 2 September 2022, Pukul 21.19 WIB.

14 Rizky Ramadhansyah Pane, dkk, Studi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan
Dikawasan Kota Kisaran Kabupaten Asahan, Buletin Utama Teknik, Vol. 16, No. 3, 2021, HIm. 224,
Diperoleh Dari https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/3786, Diakses Pada 2 September
2022, Pukul 21.30 WIB.
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https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-jadi-103645-pada-2021
https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/3786

Penyebab dari tingginya angka kecelakaan lau lintas diakibatkan oleh
beberapa faktor, diantaranya adalah faktor manusia, faktor kendaraan, faktor
jalan, dan faktor lingkungan.®®
1. Faktor Manusia

Faktor manusia menjadi faktor yang cukup mendominasi dalam
mengakibatkan kecelakaan pada saat berlalu lintas. Manusia mempunyai
kendali penuh dalam mengendalikan suatu kendaraan bermotor.
Pengalaman selama berkendara, usia pengemudi, ketaatan terhadap rambu
lalu lintas, dan perilaku saat berkendara menjadi hal yang penting.

2. Faktor Kendaraan

Kondisi kendaraan berpotensi mengakibatkan kecelakaan apabila
tidak dalam kondisi yang layak jalan. Kendaraan yang dikatakan tidak layak
misalnya kendaraan yang tidak memiliki lampu dan klakson, rem blong, ban
yang sudah usang, ataupun mesin yang sering mati karena tidak layak pakai.

3. Faktor Jalan

Faktor jalan menjadi prasarana yang penting dalam berkendara.
Jalan yang seringkali mengakibatkan kecelakaan adalah rusaknya
permukaan jalan atau jalan yang berlubang, konstruksi jalan yang tidak
sempurna, dan tikungan yang terlalu tajam. Beberapa faktor tersebut

mengakibatkan pengemudi kesulitan dalam mengontrol kendaraan.

15 Umi Enggarsari dan Nur Khalimatus Sa’diyah, Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab
Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, Perspektif,
Vol. 22, No. 3, 2017, Him. 241, Diperoleh Dari http://jurnal-
perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/632, Diakses Pada 2 September 2022, Pukul 23.00
WIB.
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4. Faktor Lingkungan
Faktor alam sulit diprediksi bagi pengguna jalan. Namun, dengan
waspada dan melakukan antisipasi pada saat cuaca buruk menjadi langkah
yang dapat diambil guna menghindari kecelakaan. Cuaca buruk yang
dimaksud seperti hujan dan kabut yang bisa mengganggu jarak pandang.

Semakin padat dan penuhnya arus lalu linstas mengharuskan pengguna
jalan berhati-hati. Hal tersebut tertuang pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “Setiap
orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan
kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.'® Pasal tersebut
menegaskan bahwa setiap pengemudi harus selalu berhati-hati, berkonsentrasi
penuh, dan selalu waspada serta tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain
saat mengendarai kendaraan.’

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya dapat disebabkan oleh
kesengajaan maupun kelalaian dari pengemudi saat berkendara. Bagi seseorang
yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas haruslah wajib bertanggungjawab
atas perbuatannya. Pertanggungjawaban tersebut ditujukan agar pelaku menjadi
jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama serta bagi masyarakat luas agar

lebih berhati-hati saat berkendara. Namun kehati-hatian saja tidaklah cukup,

16 pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

17 Novita dan Rama Agusmas, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pengguna Ponsel Saat Berkendaraan, Jurnal limu Hukum Tambun Bungai, Vol. 7, No. 1, 2022, HIm.
67, Diperolen Dari http://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/223, Diakses Pada 3
September 2022, Pukul 09.00 WIB.
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faktor kondisi baik pengemudi maupun kondisi dari kendaraan serta ketaatan
dari berbagai pihak terhadap peraturan saat berkendara dapat meminimalisir
kecelakaan. 8
Terkait dengan kecelakaan lalu lintas, dalam Pasal 229 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah
mengklasifikasikan beberapa kategori kecelakaan lalu lintas, diantaranya:*®
1. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan merupakan kecelakaan yang
mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

2. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang merupakan kecelakaan yang
mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

3. Kecelakaan Lalu Lintas Berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan
korban meninggal dunia atau luka berat.

Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
menyatakan bahwa “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya)
menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima
tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.?’ Kesalahan dalam hukum
pidana diartikan sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.
Kesalahan itu sendiri adalah keadaan jiwa pelaku dan hubungan batin antara

pelaku dan perbuatannya. Kesalahan yang terdapat pada diri seseorang dapat

18 Yeanet Monica Hengstz, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi

Yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya, Lex Crimen, Vol. 5, No. 1, 2016, HIim. 107,
Diperoleh Dari https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10607, Diakses Pada
3 September 2022, Pukul 09.45 WIB.

19 pPasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025).

20 pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
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membuat orang tersebut dapat dicela.?! Bentuk dari kesalahan dalam hukum
pidana terdapat dua macam. Pertama berupa kesengajaan atau dolus yaitu
kesalahan dalam arti luas. Kedua berupa kelalaian atau culpa yaitu kesalahan
dalam arti sempit.?

Kelalaian yang dilakukan pengemudi dalam mengendarai kendaraan
dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang. Meskipun kejadian tersebut
tidak disengaja atau lalai hal tersebut tetap mempunyai konsekuensi hukum
sebagaimana diatur pada Pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 310 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka
berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.23

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur terkait sanksi

bagi pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan

2L A. A. Ngurah Wirajaya dan Nyoman A. Martana, Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan
(Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kertha
Negara: Journal Illmu Hukum, Vol. 1, No. 3, 2013, HIm. 3, Diperolen Dari
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/5283, Diakses Pada 29 September 2022,
Pukul 15.00 WIB.

22 Aprianto J. Muhaling, Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut
Perundang-Undangan Yang Berlaku, Lex Crimen, Vol. 8, No. 3, 2019, HIm. 29, Diperoleh Dari
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25628, Diakses Pada 29 September
2022, Pukul 15.20 WIB.

23 pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
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orang lain meninggal dunia yang menyatakan bahwa “Dalam hal kecelakaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal
dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.?

Tindak pidana terkait pengemudi yang karena kelalaiannya telah
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal
dunia benar terjadi. Kejadian tersebut terjadi pada 06 Juni 2021 di Jalan Lintas
Sumatera Kelurahan Sungai Tuha Jaya Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan. Terdakwa Heru Hermawan
yang berusia 25 tahun dan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk, dimana karena
kelalaiannya saat mengemudikan kendaraan mengakibatkan korban Muhajir
meninggal dunia.

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Baturaja Nomor
460/Pid.Sus/2021/PN Bta, hakim menyatakan bahwa terdakwa Heru
Hermawan, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan
tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain
meninggal dunia sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan serta menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan)

bulan.?®

24 pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

25 putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Bta.
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Kasus serupa juga terjadi di daerah Pelalawan. Kasus tersebut terjadi
pada 30 Oktober 2021 di Jalan Lintas Timur Km 44+800 Desa Kiyap Jaya
Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Terdakwa
Boy Hurtabarat yang berusia 26 tahun dan mengemudikan mobil truk tronton
dimana karena kelalaiannya saat mengemudikan kendaraan mengakibatkan
korban Komarudin meninggal dunia dan Keysha mengalami luka berat.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dalam putusan nomor
1/Pid.Sus/2022/PN Plw menyatakan bahwa terdakwa Boy Hurtabarat terbukti
bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat dengan korban
meninggal dunia dan korban luka berat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal
310 ayat (4) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dan menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) bulan.?®

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
BAGI PENGEMUDI MOBIL BARANG (TRUK) YANG
MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN DIKARENAKAN

KELALAIAN.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun permasalahan yang

dibahas pada penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

26 pytusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Plw.
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1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengemudi mobil barang (truk)
yang menghilangkan nyawa orang lain dikarenakan kelalaian?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi mobil barang

(truk) yang menghilangkan nyawa orang lain dikarenakan kelalaian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan
dari penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap
pengemudi mobil barang (truk) yang menghilangkan nyawa orang lain
dikarenakan kelalaian.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi
pengemudi mobil barang (truk) yang menghilangkan nyawa orang lain

dikarenakan kelalaian.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan
manfaat yang seluas-luasnya di masa yang akan datang baik secara teoritis
maupun prakitis.

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ataupun
membantu dalam pemikiran ilmu hukum terkhusus pada bidang hukum
pidana terkait dengan pengemudi yang menghilangkan nyawa orang lain

dikarenakan kelalaiannya.
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2. Manfaat Praktis
Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dikalangan akademisi baik pada
bidang ilmu hukum maupun pada bidang lainnya serta bermanfaat bagi
apartur penegak hukum dalam menegakan hukum terkait dengan
pengemudi yang menghilangkan nyawa orang lain dikarenakan

kelalaiannya.

E. Ruang Lingkup

Pembatasan terhadap ruang lingkup materi yang akan dibahas
diperlukan guna menghindari rancunya suatu pembahasan pada penelitian.
Dengan begitu banyak dan luasnya cangkupan studi dari kecelakaan lalu lintas,
maka penulis telah membatasi ruang lingkup dari penelitian ini agar penulisan
skripsi ini tetap fokus pada penelitian yang akan dikaji. Oleh sebab itu, penulis
telah membatasi ruang lingkup dari penelitian ini yaitu hanya berfokus kepada
pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi mobil
barang (truk) yang menghilangkan nyawa orang lain dikarenakan kelalaian
dalam putusan nomor 460/Pid.Sus/2021/ PN Bta dan putusan nomor

1/Pid.Sus/2022/PN Plw.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana
Istilah asing dari pertanggungjawaban pidana yaitu criminal
responsibility atau teorekenbaardheid. Istilah tersebut berarti pemidanaan

bagi pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk menentukan apakah seorang
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terdakwa bertanggungjawab kepada tindak pidana yang terjadi atau tidak.
Ditinjau dari perbuatan yang dilarang pelaku dari suatu tindak pidana harus
bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban dilakukan
apabila perbuatannya melanggar norma hukum dan tidak adanya alasan
pembenar. Kemudian ditinjau dari kemampuan untuk bertanggungjawab,
hanya seseorang Yyang mampu bertanggungjawab yang dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.?’

Menurut Van Hemel pertanggungjawaban pidana merupakan
keadaan normal psikologis dan kecakapan yang membawa tiga bentuk jenis
kemampuan. Jenis yang pertama ialah mampu untuk memahami arti serta
konsekuensi yang diakibatkan dari perbuatan-perbuatan diri sendiri. Jenis
yang kedua ialah mampu untuk menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan
bertolak belakang atau tidak sejalan dengan norma yang ada di tengah
masyarakat. Jenis yang ketiga ialah mampu untuk menentukan kehendak
berbuat.?®  Seseorang yang melakukan tindak pidana  dapat
dipertanggungjawabkan apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:?°
a. Terdapat pelaku tindak pidana (baik manusia ataupun badan hukum)

b. Terdapat perbuatan (baik secara pasif ataupun aktif)

27 Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Tanggerang Selatan: PT.
Nusantara Persada Utama, 2017, HIm. 67.

28 Eddy. O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,
2014, Him. 121.

2 Diah Gustiniati Maulani, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum,
Vol. 7, No. 1, 2013, Him. 4-5, Diperoleh Dari
https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/362, Diakses Pada 5 September 2022, Pukul
13.10 WIB.
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c. Terdapat kesalahan (baik karena lalai ataupun sengaja)
d. Dapat bertanggungjawab (tidak ada alasan pembenar dan pemaaf)

e. Bersifat melawan hukum (dengan asas legalitas)

2. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim adalah puncak atau klimaks nya suatu perkara di
pengadilan. Adapun tugas serta fungsi dari pengadilan yaitu menerima,
memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke
pengadilan.®® Tugas pengadilan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan
bahwa “Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan
susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-
undang menentukan lain”.3!

Proses hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan hal yang sulit
dan membutuhkan banyak pertimbangan dari berbagai aspek. Oleh sebab
itu, hakim memerlukan pengalaman, pelatihan, dan kebijaksanaan sebelum
menjatuhkan putusan. Selama proses hakim menjatuhkan putusan tersebut,
hakim harus mempunyai keyakinan atau memiliki dasar bahwa terdakwa

melakukan suatu tindak pidana ataupun tidak, dengan mengacu kepada

%0 Neisa Angrum Adisti, dkk, Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik
Pada Masa Covid-19 Dari Asas Peradilan Pidana, Simbur Cahaya, Vol. 28, No. 1, 2021, Him. 44,
Diperoleh Dari http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/1167, Diakses
Pada 02 Maret 2022, Pukul 17.58 WIB.

31 Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
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bukti-bukti agar dapat menentukan kesalahan dari tindakan yang dilakukan
oleh pelaku.®

Pembuktian diperlukan bagi hakim dalam pemeriksaan perkara
sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Pada
hakikatnya pembuktian tersebut digunakan untuk memperoleh suatu
kepastian dari suatu kejadian sehingga putusan hakim benar dan adil.®®
Terkait dengan pentingnya pembuktian bagi hakim sebelum memutus
perkara telah tertuang pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada
seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.3

Putusan hakim menjadi sarana bagi masyarakat agar bisa meraih
keadilan. Dalam memutus suatu perkara, hakim wajib memperhatikan dan
mengupayakan agar putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan perkara
baru. Artinya putusan tersebut haruslah adil sehingga pihak yang berperkara
tidak mengajukan upaya hukum lainnya karena putusan tersebut telah benar

dan adil bagi semua pihak.%®

32 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif,
Jakarta: Sinara Grafika, 2011, HIm. 95.

33 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004, HIm. 141.

34 pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

35 Rambu Susanti Mila Maramba, Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak
Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan, Jurnal Akrab Juara, Vol. 4, No. 2, 2019, Him. 7,
Diperoleh Dari http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/605, Diakses Pada 5
September 2022, Pukul 14.30 WIB.
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3. Teori Pemidanaan

Pemidanaan merupakan sebuah proses dalam memberikan maupun
menjatuhkan suatu pidana kepada seorang terdakwa yang diajukan ke
pengadilan. Pemidanaan juga berarti suatu pemberian pidana atau
penjatuhan pidana atau sebagai bentuk penghukuman atas tindak pidana
yang telah dilakukannya.®® Penjatuhan putusan berupa pidana kepada
terdakwa dapat ditinjau demi kepentingan dimasa depan ataupun
kepentingan di masa lampau.

Ditinjau demi kepentingan masa depan, maka tujuan dari penjatuhan
pidana yaitu untuk merehabilitasi atau untuk memperbaiki keadaan. Dengan
kata lain memperbaiki tingkah laku dari terdakwa. Akan tetapi, apabila
ditinjau dari masa lampau, tujuan dari penjatuhan pidana yaitu sebagai suatu
bentuk pembalasan.®” Pada dasarnya teori mengenai pemidanaan
digolongkan kedalam 2 macam golongan. yaitu teori yang pertama adalah
teori abosolut atau dikenal dengan teori pembalasan. Kemudian teori yang
kedua adalah teori relatif atau dikenal dengan teori tujuan. Akan tetapi
mucncul teori ketiga yaitu teori gabungan yang merupakan penggabungan
dari kedua teori sebelumnya. Teori ini dapat dikatakan sebagai

penyempurna dari teori-teori sebelumnya.

3% Fajar Ari Sudewo, Penologi Dan Teori Pemidanaan, Jawa Tengah: PT. Djava Sinar
Perkasa, 2022, HIm. 47.

37 Marcus Priyo Gunarto, Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan,
Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 21, No. 1, 2009, Him. 100,
Diperoleh Dari https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248, Diakses Pada 7 September 2022,
Pukul 10.00 WIB.
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G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur yang digunakan dalam
rangka menemukan ilmu pengetahuan secara ilmiah.*® Secara sederhana metode
penelitian adalah cara yang sistematis dalam melaksanakan suatu penelitian.®
Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini ialah:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah
menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun yang dimaksud
dengan metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dari
sudut pandang internal yang mana objek dari penelitian tersebut yaitu norma
hukum.*®  Penelitian hukum secara normatif lebih condong kepada
menggambarkan hukum sebagai disiplin preskriptif yang berarti meninjau
hukum dari aspek normanya saja.*!
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti suatu
permasalahan sangat bermacam-macam. Hal ini agar penulis memperoleh

berbagai macam informasi dan keterangan.*? Dalam melakukan penelitian

3 Suryana, Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif),
Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, HIm. 16.

39 Jonaedi Efendi dan Johnny lbrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,
Depok: Prenamedia Group, 2018, HIm. 2.

40| Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori
Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, Him. 12.

41 Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik
Khas Dari Metode Penelitian Hukum, Fiat Justisia Jurnal llmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2014, Him.
25, Diperoleh Dari https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283, Diakses Pada 10
September 2022, Pukul 08.00 WIB.

42 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, HIm.

55.
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ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan kasus (case approach). Adapun yang dimaksud
dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan
dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan kasus
adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji kasus yang telah

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis
dalam penelitian ini antara lain:
a. Bahan Hukum Primer
Baham hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki
sifat autoritatif yang berarti memiliki otoritas.*> Adapun bahan hukum
primer yang digunakan penulis antara lain:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

43 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2005, HIm. 141.
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6) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang
Pembuatan Surat Dakwaan.
8) Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN
Bta
9) Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN
Plw.
Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan seluruh publikasi mengenai
hukum akan tetapi tidak termasuk kedalam dokumen resmi. Bahan
hukum sekunder mendukung atau memperjelas terkait dengan bahan
hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi Rancangan
Undang-Undang (RUU), pendapat ahli hukum yang termuat dalam buku
teks, dan jurnal ilmiah.
Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjadi
sumber yang melengkapi ataupun sumber yang menunjang terhadap
bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sehingga bahan
hukum tersier tersebut dapat menjadi petunjuk dan juga penjelas dalam
suatu penelitian. Adapun bahan tersier meliputi kamus, ensiklopedia,

dan media internet.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi
kepustakaan merupakan kegiatan atau proses dalam mengumpulkan bahan
hukum dengan cara menelaah atau mengkaji sumber dan informasi hukum
yang dipublikasikan secara umum.** Dalam mengumpulkan data tersebut
penulis melakukan identifikasi sumber yang relevan, memahami, mengkaji,
mengutip, dan menganalisis bahan-bahan hukum baik yang bersumber dari
peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen resmi, maupun
sumber-sumber lainnya yang memiliki keselarasan dengan permasalahan

yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum ataupun sumber yang telah dikumpulkan kemudian
dianalisis dengan metode kualitatif. Dengan menggunakan analisis secara
kualitatif penulis memberikan deskripsi atas temuan-temuan yang ada dari
suatu penelitian. Dengan kata lain bahan hukum yang telah diperoleh
kemudian diuraikan secara runtut dan terstruktur dalam bentuk kalimat logis
yang efektif dan efisien. Hal tersebut tentunya akan mempermudah dalam
memahami dan menganalisis bahan hukum serta mempemudah dalam

menarik kesimpulan.

4 Muhaimin, Op.Cit., HIm. 65.
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6. Penarikan Kesimpulan
Seluruh bahan hukum yang telah dikaji dan dianalisis kemudian
dilakukan suatu penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini penulis
melakukan penarikan kesimpulan secara induktif. Metode induktif
merupakan proses daya pikir atau penalaran dalam penarikan suatu
kesimpulan secara umum atas dasar fakta atau kejadian secara konkret.
Daya pikir secara induktif berbentuk hubungan sebab akibat, generalisasi,

maupun analogi.*®

4 Ary Kristiyani, Model Penalaran Penulisan Artikel Iimiah Mahasiswa Program Studi
PBSI FBS UNY, Jurnal Diksi, Vol. 2, No. 22, 2014, HIm. 197, Diperoleh Dari
https://journal.uny.ac.id/index.php/diksi/article/view/3190, Diakses Pada 29 September 2022, Pukul
20.10 WIB.
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